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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 100.3.3.2/ 24 /KUM/2026 
TENTANG 

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/203/KUM/2025 
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN DAN PEMBINAAN 

ORGANISASI KEMASYARAKATAN 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

Menimbang    :  bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang 

Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 
2025 tentang Pembubaran Desk dan Satuan Tugas 

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, maka 
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan 

Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/203/KUM/2025 tentang 
Pembentukan Satuan Tugas Penanganan dan Pembinaan 
Organisasi Kemasyarakatan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan 
Keamanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 

tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan 
Pembinaan Premanisme yang Menggangu Stabilitas 
Kemananan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim 

Investasi; 
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan 

Keamanan Republik IndonesiaNomor 116 tahun 2025 
tentang Pembubaran Desk dan Satuan Tugas  

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Kemananan. 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 3); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
KESATU :  Mencabut Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 

100.3.3.2/203/KUM/2025 tentang Pembentukan Satuan 

Tugas Penanganan dan Pembinaan Organisasi 
Kemasyarakatan. 

KEDUA :  Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka 
Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 

100.3.3.2/203/KUM/2025 tentang Pembentukan Satuan 
Tugas Penanganan dan Pembinaan Organisasi 
Kemasyarakatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 12 Januari 2026 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 

 
SYAFRUDIN NOOR 
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Tembusan: 
1. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
 


